
 

WALIKOTA SORONG 

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA 

 

PERATURAN WALIKOTA SORONG 

NOMOR  26 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21 TAHUN 2022 

TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA SORONG, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya sistem keuangan Daerah maka 

perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan 

Walikota Nomor 21 Tahun 2022 tentang Sistem dan 

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota 

Nomor 21 Tahun 2022 tentang Sistem Dan Prosedur 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian 

Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, 

Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

173,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

S A L I N A N 
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Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 

tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, 

Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten 

Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3960); 

3. Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 

Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 

tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi 

Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 6697); 

4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  

Pembentukan  Peraturan Perundang – undangan 

(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  5233) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
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Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana 

telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia Nomor 5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
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Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5155); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 157); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

16. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 4 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Sorong Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Sorong Nomor 4); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA SORONG TENTANG SISTEM DAN 

PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. 

 

Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 21 

Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Sorong Tahun 2022 

Nomor 21) ini diubah, sehingga  berbunyi sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 43 

Penetapan uang besaran (UP) merupakan kebijakan 

Pemerintah Daerah masing-masing yang ditetapkan 

dalam keputusan Kepala Daerah berdasarkan besaran 

UP yang dilakukan oleh BUD dan disesuaikan dengan 

kemampuan keuangan Daerah. 

 

2. Ketentuan Pasal 49 ayat (7) huruf g dan huruf h dihapus, 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Bagian Kedua puluh empat 

Lumpsum (LS) 

 

Pasal 49 

(1) Belanja LS adalah belaja yang dananya langsung di 

transfer langsung dari RKUD ke rekening pihak ketiga. 

(2) Meskipun demikian pembayaran gaji dan tunjangan di 

kategorikan sebagai belanja LS dengan pertimbangan 

transfer dananya dilakukan langsung dari RKUD ke 
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penerima (melalui rekening Bendahara Pengeluaran/ 

Bendahara Pengeluaran Pembantu). 

(3) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan 

oleh Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran: 

a. gaji dan tunjangan; 

b. kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan 

jasa; dan 

c. kepada pihak ketiga Iainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) SPP-LS kepada pihak ketiga lainnya digunakan untuk 

pembayaran antara lain: 

a. Hibah berupa uang; 

b. Bantuan sosial berupa uang; 

c. Bantuan keuangan; 

d. Subsidi; 

e. Bagi hasil; 

f. Belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan 

penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran 

sebelumnya; dan 

g. Pembayaran kewajiban pemda atas putusan 

pengadilan dan rekomendasi APIP dan/atau 

rekomendasi BPK. 

(5) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran 

pengadaan barang dan jasa dapat juga dilakukan oleh 

Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam hal PA 

melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA. 

(6) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran 

pengadaan barang dan jasa oleh Bendahara 

PengeIuaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, 

dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya 

tagihan dari pihak ketiga melalui PPK. 

(7) Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan 

persyaratan sebagai berikut: 
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a. Untuk Pekerjaan Barang/Jasa dengan nilai sampai 

dengan Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) 

berbentuk kuitansi/nota toko; 

b. untuk Pekerjaan Barang/Jasa dengan nilai di atas 

Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan 

Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) berbentuk 

Surat Perintah Kerja dan untuk Jasa Konsultasi 

dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima 

puluh juta rupiah) ditandatangani oleh KPA/PPTK; 

c. untuk Pekerjaan Barang/Jasa dengan nilai di atas

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 

berbentuk Kontrak Kerja ditanda tangani oleh 

PA/KPA; 

d. berbentuk Laporan Pekerjaan untuk kegiatan non 

fisik yang ditandatangani oleh rekanan dan disetujui 

oleh PA/KPA/PPK; 

e. Berbentuk daftar definitif penerimaan gaji pokok, 

uang representatif, tunjangan, tambahan 

penghasilan, honorarium, atau penerimaan lain yang 

sejenis yang diterima oleh Pejabat 

Negara/PNS/Tenaga Honorer/Tenaga Bulanan 

Lepas di lingkungan Pemerintah Kota Sorong yang 

ditandatangani oleh PA/KPA dan Bendahara 

Pengeluaran; 

f. Daftar nominatif penerimaan honorarium atau 

penerimaan Iain yang sejenis untuk belanja 

pegawai/personal diluar Pemerintah Kota Sorong 

dari PA/KPA/PPTK dan Bendahara Pengeluaran; 

g. dihapus; 

h. dihapus; 

i. kuitansi tagihan penyedia barang/jasa yang 

ditandatangani oleh yang berhak; 

j. surat tanda pengesahan belanja yang ditandatangani 

oleh bendahara pengeluaran dan telah disetujui oleh 

PA/KPA; 
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k. telaah serta catatan lainnya dan atau disposisi atas 

telaah tersebut merupakan bukti penunjang sebagai 

bagian untuk menerbitkan bukti dasar sepanjang 

tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan 

l. melampirkan print out e-billing untuk pembayaran 

atau penyetoran pajak secara elektronik. 

 

Pasal 2 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sorong. 

 

           Ditetapkan di Sorong 

           pada tanggal  22 – 12 - 2023 

       Pj. WALIKOTA SORONG,  

         CAP/TTD 

          SEPTINUS LOBAT 

 

Diundangkan di Sorong 

pada tanggal  22 – 12 - 2023 

Plh. SEKRETARIS DAERAH  KOTA SORONG, 

                  CAP/TTD 

RUDDY RUDOLPH LAKU 

 

BERITA DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2023 NOMOR 26 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

LODWIG CHRISTOVEL ANDREW MALASEME 

NIP.19850511 201104 1 001 


